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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1       Pengertian Kinerja 

 
 Kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional 

organisasi, bagian organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, 

standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya (Srimindarti, 2006). 

Menurut Gibson, dkk (2003: 355), job performance adalah hasil dari 

pekerjaan yang terkait dengan tujuan organisasi, efisiensi dan kinerja 

kefektifan kinerja lainnya. Sementara menurut Ilyas (1999: 99):  

“Kinerja adalah penampilan hasil kerja personil maupun dalam suatu 
organisasi. Penampilan hasil karya tidak terbatas kepada personil 
yang memangku jabatan fungsional maupun struktural tetapi juga 
kepada keseluruhan jajaran personil di dalam organisasi.” (Ilyas, 
1999: 99) 
 
Pengertian Kinerja, merupakan istilah yang saat ini sering 

dipergunakan dalam masyarakat dan organisasi baik swasta maupun 

Pemerintahan. Kinerja mengarah pada suatu tingkat pencapaian tugas yang 

dilakukan oleh seseorang. Hal ini menggambarkan seberapa baik seseorang 

memenuhi tuntutan pekerjaannya. Menurut Murdijanto P. (2001:29) 

menyatakan bahwa: 

“Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau 
kelompok   orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang 
dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai 
tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum 
dan sesuai dengan moral maupun etika.” 
(Murdijanto P, 2001:29) 
 
Sedangkan menurut Nawawi H. Hadari, yang dimaksud 

dengan kinerja adalah ”Hasil dari pelaksanaan suatu pekerjaan, baik yang 

bersifat fisik/mental maupun non fisik/non mental.” 

Sementara itu menurut Ilgen and Schneider (Williams, 2002: 94): 

“Performance is what the person or system does”. Hal senada dikemukakan 

oleh Mohrman et al (Williams, 2002: 94) sebagai berikut: “A performance 
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consists of a performer engaging in behavior in a situation to achieve 

results”. Dari pendapat ini, terlihat bahwa kinerja dilihat sebagai suatu 

proses bagaimana sesuatu dilakukan. Jadi, pengukuran kinerja dilihat dari 

baik-tidaknya aktivitas tertentu untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. 

Brumbrach, selain menekankan hasil, juga menambahkan perilaku sebagai 

bagian dari kinerja. Menurut Brumbach, perilaku penting karena akan 

berpengaruh terhadap hasil kerja seorang pegawai. 

Sondang Siagian (2008:223-224) menjelaskan bahwa bagi individu 

penilaian kinerja berperan sebagai umpan balik tentang berbagai hal seperti 

kemampuan, keletihan, kekurangan dan potensinya yang pada gilirannya 

bermanfaat untuk menentukan tujuan, jalur, rencana dan pengembangan 

karirnya.  

Menurut Irawan (2002:11), bahwa kinerja (performance) adalah hasil 

kerja yang bersifat konkret, dapat diamati, dan dapat diukur. Jika kita 

mengenal tiga macam tujuan, yaitu tujuan organisasi, tujuan unit, dan tujuan 

pegawai, maka kita juga mengenal tiga macam kinerja, yaitu kinerja 

organisasi, kinerja unit, dan kinerja pegawai. Dessler (2000:87) 

berpendapat:  

“Kinerja (prestasi kerja) karyawan adalah prestasi aktual karyawan 
dibandingkan dengan prestasi yang diharapkan dari karyawan. 
Prestasi kerja yang diharapkan adalah prestasi standar yang disusun 
sebagai acuan sehingga dapat melihat kinerja karyawan sesuai 
dengan posisinya dibandingkan dengan standar yang dibuat. Selain 
itu dapat juga dilihat kinerja dari karyawan tersebut terhadap 
karyawan lainnya.” (Dessler, 2000:87) 
 
Kinerja mengarah pada suatu tingkat pencapaian tugas yang 

dilakukan oleh seseorang. Hal ini menggambarkan seberapa baik seseorang 

memenuhi tuntutan pekerjaannya. Menurut Murdijanto P. (2001:29) 

menyatakan bahwa: 

“Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau 
kelompok   orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang 
dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai 
tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum 
dan sesuai dengan moral maupun etika.” 
(Murdijanto P, 2001:29) 
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Pengertian kinerja lainnya dikemukakan oleh Payaman Simanjuntak 

(2005:1) yang mengemukakan: 

“Kinerja adalah tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas 
tertentu. Kinerja perusahaan adalah tingkat pencapaian hasil dalam 
rangka mewujudkan tujuan perusahaan. Manajemen kinerja adalah 
keseluruhan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja 
perusahaan atau organisasi, termasuk kinerja masing-masing 
individu dan kelompok kerja di perusahaan tersebut.” (Simanjuntak, 
2005:1) 
 
Pengertian lain menurut Malayu S.P. Hasibuan bahwa: “Kinerja 

(prestasi kerja) adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam 

melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan 

atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu” (Hasibuan, 

2001:34) 

Pengertian kinerja menurut Hasibuan diatas bahwa untuk mencapai 

sebuah kinerja, seorang aparatur harus memiliki kecakapan, pengalaman, 

kesungguhan dan waktu agar dapat barjalan seperti yang diharapkan.  

Pendapat lain tentang kinerja, seperti yang dikemukakan oleh 

Widodo (2006:78) mengatakan bahwa kinerja adalah melakukan suatu 

kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawabnya 

dengan hasil seperti yang di harapkan. Dari definisi diatas maka dalam 

melakukan dan menyempurnakan suatu kegiatan harus didasari dengan 

rasa tanggung jawab agar tercapai hasil seperti yang diharapkan. 

Berdasarkan beberapa pendapat tentang kinerja dan prestasi kerja 

dapat penulis disimpulkan bahwa pengertian kinerja maupun prestasi kerja 

mengandung substansi pencapaian hasil kerja oleh seseorang atau 

sekelompok orang. Dengan demikian bahwa kinerja maupun prestasi kerja 

merupakan cerminan hasil yang dicapai oleh seseorang atau sekelompok 

orang. Kinerja perorangan (individual performance) dengan kinerja lembaga 

(institutional performance) atau kinrja perusahaan (corporate performance) 

terdapat hubungan yang erat. Dengan perkataan lain bila kinerja karyawan 

(individual performance) baik maka kemungkinan besar kinerja perusahaan 

(corporate performance) juga baik. 
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Peran kinerja sangat menentukan bagi terwujudnya tujuan 

pemerintah, tetapi untuk memimpin manusia merupkan hal yang cukup sulit. 

Tenaga kerja selain diharapkan mampu, cakap dan terampil, juga 

hendaknya berkemauan dan mempunyai kesungguhan untuk bekerja efektif 

dan efisien. Kemampuan dan kecakapan akan kurang berati jika tidak diikuti 

oleh moral kerja dan kedisiplinan pegawai dalam mewujudkan tujuan. 

 Deskripsi dari kinerja menyangkut tiga komponen penting, yaitu: 

tujuan, ukuran dan penilaian. Penentuan tujuan dari setiap unit organisasi 

merupakan strategi untuk meningkatkan kinerja. Tujuan ini akan memberi 

arah dan memengaruhi bagaimana seharusnya perilaku kerja yang 

diharapkan organisasi terhadap setiap personel. Walaupun demikian, 

penentuan tujuan saja tidaklah cukup, sebab itu dibutuhkan ukuran, apakah 

seseorang telah mencapai kinerja yang diharapkan. Untuk kuantitatif dan 

kualitatif standar kinerja untuk setiap tugas dan jabatan memegang peranan 

penting. 

 

2.2      Faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

 Kinerja tidak terjadi dengan sendirinya. Dengan kata lain, terdapat 

beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja. Adapun faktor-faktor tersebut 

menurut Armstrong (1998: 16-17) adalah sebagai berikut: 

1. Faktor individu (personal factors). Faktor individu berkaitan dengan 
keahlian, motivasi, komitmen, dll. 

2. Faktor kepemimpinan (leadership factors). Faktor kepemimpinan 
berkaitan dengan kualitas dukungan dan pengarahan yang diberikan 
oleh pimpinan, manajer, atau ketua kelompok kerja. 

3. Faktor kelompok/rekan kerja (team factors). Faktor kelompok/rekan 
kerja berkaitan dengan kualitas dukungan yang diberikan oleh rekan 
kerja. 

4. Faktor sistem (system factors). Faktor sistem berkaitan dengan 
sistem/metode kerja yang ada dan fasilitas yang disediakan oleh 
organisasi. 

5. Faktor situasi (contextual/situational factors). Faktor situasi berkaitan 
dengan tekanan dan perubahan lingkungan, baik lingkungan internal 
maupun eksternal. 
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Dari uraian yang disampaikan oleh Armstrong, terdapat beberapa 

faktor yang dapat mempengaruhi kinerja seorang pegawai. Faktor-faktor ini 

perlu mendapat perhatian serius dari pimpinan organisasi jika pegawai 

diharapkan dapat memberikan kontribusi yang optimal. 

Penampilan hasil kerja dalam organisasi tidak hanya dilihat dari 

personil tetapi juga dilihat dari keseluruhan personil dalam organisasi. 

Selanjutnya menurut Keith Davis yang dikutip A.A Anwar Mangkunegara  

faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja meliputi : 

 1. Faktor Kemampuan,  
 2. Faktor Motivasi, 
 3. Faktor Individu 

             4. Faktor Lingkungan Organisasi 
(Mangkunegara, 2006:13) 
 

 Faktor Kemampuan (ability) terdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan 

kemampuan  relity (knowledge + skill). Artinya, pimpinan dan karyawan 

yang memiliki IQ diatas rata-rata (IQ 110-120) apalagi IQ superior, very 

superior, gifted dan genius dengan pendidikan yang memadai untuk 

jabatannya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaanya sehari-hari, maka 

akan mudah mencapai kinerja yang maksimal. 

Faktor Motivasi diartikan suatu sikap (attiude) pimpinan dan 

karyawan terhadap situasi kerja (situation) di lingkungan organisasinya. 

Mereka yang bersikap positif (pro) terhadap situasi kerjanya akan 

menunjukan motivasi kerja tinggi dan sebaliknya jika mereka bersikap 

negatif (kontra) terhadap situasi kerja akan menunjukkan kerja yang rendah, 

situasi kerja yang dimaksud mencakup antara lain hubungan kerja, fasilitas 

kerja, kebijakan pimpinan, pola kepemimpinan kerja dan kondisi kerja. 

Motivasi dalam arti bagaimana anggota organisasi menafsirkan 

lingkungan kerja mereka. vitalitas kerja yang ditunjukan seseorang pekerja 

didasari atas faktor-faktor apa yang memberi andil dan berkaitan dengan 

efek negatif terhadap vitalitas seseorang serta apa yang menimbulkan 

kegairahan dalam bekerja. 
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Faktor Individu Secara psikologis, individu yang normal adalah 

individu yang memiliki integritas yang tinggi antar fungsi psikis (rohani) dan 

pisiknya (jasmaniah). Dengan adanya integritas yang tinggi antar fungsi 

psikis dan fisik maka individu tersebut memiliki konsentrasi diri yang baik. 

Konsentrasi yang baik ini merupakan modal utama individu manusia untuk 

mampu mengelola dan mendayagunakan potensi dirinya secara optimal 

dalam melaksanakan kegiatan atau aktivitas kerja sehari-hari dalam 

mencapai tujuan organisasi. 

Tanpa adanya konsentrasi yang baik dari individu dalam bekerja, 

maka mimpi pemimpin mengharapkan mereka dapat bekerja produktif dalam 

mencapai tujuan organisasi. Yaitu kecerdasan pikira/Inteligensi Quotiont (IQ) 

dan kecerdasan emosi/Emotional Quotiont (EQ). pada umunya, individu 

yang mampu bekerja dengan penuh konsentrasi apabila ia memiliki tingkat 

intelegensi minimal normal (average, above average, superior, very superior 

dan gifted) dengan tingkat kecerdasan emosi baik (tidak merasa bersalah 

yang berlebihan, tidak mudah marah, tidak dengki, tidak benci, tidak iri hati, 

tidak dendam, tidak sombong, tidak minder, tidak cemas, memiliki 

pandangan dan pedoman hidup yang jelas berdasarkan kitab sucinya).  

Faktor Lingkungan Kerja Organisasi sangat menunjang bagi individu 

dalam mencapai prestasi kerja. Faktor lingkungan organisasi yang dimaksud 

antara lain uraian jabatan yang jelas, autoritas yang memadai, target kerja 

yang menantang. 

Pola komunikasi kerja yang efektif, hubungan kerja harmonis, iklim 

kerja respek dan dinamis, peluang berkarir dan pasilitas kerja yang relatif 

memadai. Sekalipun, jika faktor lingkungan organanisasi kurang menunjang, 

maka bagi individu yang memiliki tingkat kecerdasan pikiran memadai 

dengan tingkat kecerdasan emosi baik, sebenarnya ia tetap berprestasi 

dalam bekerja. Hal ini bagi individu tersebut, lingkungan organisasi itu dapat 

diubah dan bahkan dapat diciptakan oleh dirinya serta merupakan pemacu 

(pemotivator), tantangan bagi dirinya dalam berprestasi di organisasinya. 
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Sedangkan menurut Hennry Simamora  yang dikutip oleh 

Mangkunegara, kinerja (performance) dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu : 

1. Faktor individu 
2. Faktor psikologis 

3. Faktor organisasi. 
(Mangkunegara, 2009:14) 

Kinerja individu adalah hasil kerja karyawan baik dari segi kualitas 

maupun kuantitas berdasarkan standar kerja yang telah ditentukan. Faktor 

individu ini meliputi kemampuan dan keahlian, latar belakang, dan 

demografi. Kemampuan dan keahlian individu dapat terlihat dari latar 

belakang pendidikannya, keluarga, dan tingkat sosial. Sedangkan demografi 

meliputi usia, etnis, dan jenis kelamin.  

Psikologis dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang 

mental/jiwa yang bersifat abstrak yang membatasi pada tingkah laku dan 

proses atau kegiatannya.psikologis kerja dapat diartikan sebagai lingkungan 

kerja, sikap serta motivasi dalam melaksanakan pekerjaannya. Faktor 

psikologis bias berupa persepsi, attitude, personality, pembelajaran, dan 

motivasi (Mangkunegara, 2009:14).  

Dukungan organisasi dapat memberikan kesempatan untuk berbuat 

sesuatu. Faktor organisasi meliputi sumber daya, kepemimpinan, 

penghargaan, struktur organisasi, dan job design. Walaupun demikian, jika 

faktor lingkungan organanisasi kurang menunjang, maka bagi individu yang 

memiliki tingkat kecerdasan pikiran memadai dengan tingkat kecerdasan 

emosi baik, sebenarnya ia tetap berprestasi dalam bekerja. Hal ini bagi 

individu tersebut, lingkungan organisasi itu dapat diubah dan bahkan dapat 

diciptakan oleh dirinya serta merupakan pemacu (pemotivator), tantangan 

bagi dirinya dalam berprestasi di organisasinya. 

Menurut Widodo dalam bukunya yang berjudul Membangun Birokrasi 

Berbasis Kinerja, faktor yang mempengaruhi kinerja suatu lembaga 

(organisasi) atau sekelompok manusia dalam menjalankan tugas, 

wewenang dan tanggung jawabnya dibedakan menjadi dua macam, yaitu 

faktor individu (pelaku) dan organisasi. Jika dikaitkan dengan kinerja 

aparatur pemerintah daerah, maka faktor yang mempengaruhi kinerja 
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tersebut yaitu faktor aparatur pemerintah daerah (birokrat) dan organisasi 

(pemerintah daerah). Oleh sebab itu, jika ingin meningkatkan kinerja 

aparatur pemerintah daerah kedua faktor tersebut, harus mendapatkan 

perhatian dari para pemimpin organisasi. 

Menurut Robert L. Mathis dan John H. Jackson (2001:82) faktor-

faktor yang mempengaruhi kinerja individu tenaga kerja, yaitu:  

1. Kemampuan mereka,  
2. Motivasi, 
3. Dukungan yang diterima,  
4. Keberadaan pekerjaan yang mereka lakukan, dan  
5. Hubungan mereka dengan organisasi.  

(http://id.wikipedia.org/wiki/Kinerja) 

Berdasarkaan pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

kinerja merupakan kualitas dan kuantitas dari suatu hasil kerja (output) 

individu maupun kelompok dalam suatu aktivitas tertentu yang diakibatkan 

oleh kemampuan alami atau kemampuan yang diperoleh dari proses belajar 

serta keinginan untuk berprestasi. 

Dari sudut pandang kegunaan kinerja itu sendiri, Sondang Siagian 

(2008:223-224) menjelaskan bahwa bagi individu penilaian kinerja berperan 

sebagai umpan balik tentang berbagai hal seperti kemampuan, keletihan, 

kekurangan dan potensinya yang pada gilirannya bermanfaat untuk 

menentukan tujuan, jalur, rencana dan pengembangan karirnya.  

Dalam melalukan penilaian atas prestasi kerja para pegawai harus 

terdapat interaksi positif dan kontinu antara para pejabat pimpinan dan 

bagian kepegawaian. 

Sondang Siagian (2008:223-224) menjelaskan bahwa bagi individu 

penilaian kinerja berperan sebagai umpan balik tentang berbagai hal seperti 

kemampuan, keletihan, kekurangan dan potensinya yang pada gilirannya 

bermanfaat untuk menentukan tujuan, jalur, rencana dan pengembangan 

karirnya.  

 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kinerja
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Menurut Lower dan Porter (1968) dalam Indra Wijaya (1989), faktor-

faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut adalah: 

1) Faktor motivasi.  

Motivasi adalah dorongan, baik dari dalam maupun dari luar diri 

manusiauntuk menggerakkan dan mendorong sikap dan tingkah 

lakunya dalambekerja. Semakin tinggi motivasi seseorang, akan 

semakin kuat doronganyang timbul untuk bekerja lebih giat sehingga 

dapat meningkatkankinerjanya. 

2) Faktor kepuasan kerja. 

Kepuasan kerja merupakan keadaan emosional yang menyenangkan atautidak 

menyenangkan karyawan yang berhubungan dengan pekerjaannya. Semakin 

tinggi tingkat kepuasan kerja maka semakin senang karyawandalam 

melaksanakan pekerjaannya yang pada akhirnya dapatmeningkatkan 

kinerjanya.  

3) Faktor kondisi fisik pekerjaan. 

Kondisi kerja yang kurang baik dapat menyebabkan rendahnya 

prestasikerja karyawan. Lingkungan kerja yang secara fisik 

merupakan bagian dari kondisi kerja hendaknya tertata dengan baik 

sehingga tidak menyebabkan adanya perasaan was-was karyawan dalam 

melaksanakan tugasnya. Apabila karyawan merasa terganggu dalam 

melaksanakantugasnya, maka kinerjanya akan rendah. Sebaliknya, 

jika karyawan merasatenang dan nyaman dalam melaksanakan 

tugas, maka kinerjanya akanmeningkat. 

4) Faktor kemampuan kerja karyawan.  

Kemampuan kerja karyawan dalam melaksanakan tugas yang 

dibebankansangat perlu diperhatikan. Karyawan harus memiliki 

kemampuan yangcukup baik kemampuan fisik maupun kemampuan 

non fisik (intelektual/mental). 
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2.3      Pengukuran dan Penilaian Kinerja 

 Setiap organisasi pada dasarnya telah mengidentifikasi bahwa 

perencanaan prestasi dan terciptanya suatu prestasi organisasi mempunyai 

kaitan yang sangat erat dengan prestasi individual para pegawai. Oleh 

karena itu dapat dikatakan bahwa prestasi kerja organisasi merupakan hasil 

dari kerjasama antara pegawai yang bersangkutan dengan organisasi 

dimana pegawai tersebut bekerja. Untuk mencapai prestasi kerja yang 

diinginkan, maka tujuan yang diinginkan, standar kerja yang dinginkan, 

sumber daya pendukung, pengarahan, dan dukungan dari manajer pegawai 

yang bersangkutan menjadi sangat vital. Selain itu sisi motivasi menjadi 

aspek yang terlibat dalam peningkatan prestasi kerja.  

Hal ini sesuai dengan pendapat Torington dan Hall (1995: 316) yang 

menyatakan bahwa “Prestasi kerja dilihat sebagai hasil interaksi antara 

kemampuan individual dan motivasi”. 

Pengukuran kinerja merupakan suatu langkah yang harus dilakukan 

dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi. Melalui pengukuran ini, 

tingkat capaian kinerja dapat diketahui. Pengukuran merupakan upaya 

membandingkan kondisi riil suatu objek dan alat ukur. Pengukuran kinerja 

merupakan suatu yang telah dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu 

tetentu, baik yang terkait dengan input, proces, output, outcome, benefit 

maupun impact. Young mendefinisikan pengukuran kinerja sebagai berikut : 

“Pengukuran kinerja adalah tindakan pengukuran yang dilakukan 
terhadap berbagai aktivitas dalam rantai nilai yang ada pada 
perusahan. Hasil pengukuran tersebut digunakan sebagai umpan 
balik yang memberikan informasi tentang prestasi, pelaksanaan 
suatu rencana dan apa yang diperlukan perusahaan dalam 
penyesuaian-penyesuaian dan pengendalian” (dalam 
Mangkunegara, 2009:42). 

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan 

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang 

telah ditetapkan guna mewujudkan visi dan misi perusahaan. Pengkuran 

kinerja merupakan hasil dari penelitian yang sistematis. Sesuai dengan 
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suatu rencana yang telah ditetapkan dalam penyesuaian-penyesuaian dan 

pengendalian. 

Arkinson mengemukakan ciri-ciri pengukuran kinerja sebagai berikut: 

a. Merupakan suatu aspek dari strategi perusahaan. 
b. Menetapkan ukuran kinerja melalui ukuran mekanisme 

komunikasi antar tingkatan manajemen. 
c. Mengevaluasi hasil kinerja secara terus menerus guna perbaikan 

pengukuran kinerja pada kesempatan selanjutnya. 
(dalam Mangkunegara, 2009:42). 

 

Dalam kerangka pengukuran kinerja terdapat strategi perusahaan 

mengenai penetapan, pengumpulan data kinerja, evaluasi dan cara 

pengukuran kinerja. 

Sebuah hasil kerja (kinerja) yang dicapai oleh seorang aparatur, 

yang menjalankan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab, dapat 

mempermudah arah penataan lembaga organisasi pemerintahan. Akibatnya 

akan tercapai peningkatan kinerja yang efektif dan efisien. Organisasi 

pemerintahan menggunakan alat untuk mengukur kinerja birokrasi publik, 

indikator yang digunakan menurut Dwiyanto dalam bukunya Supriatna yang 

berjudul Manajemen Pemerintahan adalah sebagai berikut: 

1. Produktivitas 
Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, 

tetapi juga tingkat efektifitas pelayanan. Produktivitas pada 

umumnya dipahami sebagai rasio antara input dan output . 

2. Kualitas layanan 
Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi 

publik, muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap 

kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik. Dengan 

demikian kepuasan dari masyarakat terhadap layanan dapat 

dijadikan indikator kinerja organisasi publik.  

3. Responsivitas  
Responsivitas adalah kemampuan organisasi mengenali 

masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan dan 

mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai 

dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. 
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4. Responsibilitas 
Responsibilitas menjelaskan apakah kegiatan organisasi publik 

itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang 

benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi. 

5. Akuntabilitas  
Akuntabilitas publik menunjukkan pada berapa besar kebijakan 

dan kegiatan organisasi publik tunduk pada pejabat politik yang 

dipilih oleh rakyat. Dalam konteks ini, konsep akuntabilitas publik 

dapat digunakan untuk melihat berapa besar kebijakan dan 

kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak 

masyarakat banyak. 

(Dwiyanto, 2002:48-49). 

Dapat disimpulkan bahwa jika organisasi pemerintahan, ditata 

dengan benar dan disesuaiakan dengan kebutuhan organisasi dengan 

memperhatikan prinsip-prinsip organisasi yaitu mempunyai visi, misi, tujuan 

dan sasaran dengan jelas, maka akan dapat mempermudah kinerja aparatur 

pemerintahan. Keadaan seperti ini tentunya akan menciptakan 

pemerintahan yang responsibilitas, responsivitas, dan akuntabilitas. 

Penilaian kinerja karyawan atau dikenal dengan istilah “Performance 

appraisal”, menurut pendapat Leon C.Megginson, sebagaimana dikutip 

Mangkunegara, Anwar Prabu adalah : ”Suatu proses yang digunakan 

majikan untuk menentukan apakah seorang pegawai melakukan 

pekerjaannya sesuai dengan yang dimaksudkan.” 

Penilaian pegawai merupakan evaluasi yang sistimatis dari 

pekerjaan pegawai dan potensi yang dapat dikembangkan. Penilaian adalah 

proses penaksiran atau penentuan nilai, kualitas, atau status dari beberapa 

objek, orang ataupun sesuatu. 

Berdasarkan pendapat dua ahli diatas, maka dapat dikatakan bahwa 

penilaian kinerja adalah suatu proses penilaian kinerja pegawai yang 

dilakukan pimpinan perusahaan secara sistimatis berdasarkan pekerjaan 

yang ditugaskan kepadanya. Pemimpin perusahaan yang menilai kinerja 

pegawai, yaitu atasan pegawai langsung, dan atasan tak langsung. 

Disamping itu pula, kepala bagian personalia berhak pula memberikan 

penilaian prestasi terhadap semua pegawainya sesuai dengan data yang 

ada di bagian personalia. 
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Menurut Handoko, Hani, mengatakan bahwa penilaian kinerja dapat 

digunakan untuk : 

1. Perbaikan kinerja, umpan balik pelaksanaan kerja memungkinkan 

karyawan, manajer dan departemen personalia dapat memperbaiki 

kegiatan-kegiatan mereka untuk meningkatkan prestasi 

2. Penyesuaian-penyesuaian gaji, evaluasi kinerja membantu para 

pengambil keputusan dalam menentukan kenaikan upah, pemberian 

bonus dan bentuk gaji lainnya. 

3. Keputusan-keputusan penempatan, promosi dan mutasi biasanya 

didasarkan atas kinerja masa lalu. Promosi sering merupakan bentuk 

penghargaan terhadap kinerja masa lalu. 

4. Perencanaan kebutuhan latihan dan pengembangan, kinerja yang 

jelek mungkin menunjukkan perlunya latihan. Demikian juga 

sebaliknya, kinerja yang baik mungkin mencerminkan potensi yang 

harus dikembangkan. 

5. Perencanaan dan pengembangan karier, umpan balik prestasi 

mengarahkan keputusan-keputusan karier, yaitu tentang jalur karier 

tertentu yang harus diteliti. 

6. Penyimpangan-penyimpangan proses staffing, kinerja yang baik atau 

buruk adalah mencerminkan kekuatan atau kelemahan prosedur 

staffing departemen personalia. 

7. Melihat ketidak akuratan informasional, kinerja yang jelek  mungkin 

menunjukkan kesalahan-kesalahan dalam informasi analisis jabatan, 

rencana sumber daya manusia atau komponen-komponen lain, 

seperti sistim informasi manajemen. Menggantungkan pada informasi 

yang tidak akurat dapat menyebabkan keputusan-keputusan 

personalia yang tidak tepat. 

8. Mendeteksi kesalahan-kesalahan desain pekerjaan, kinerja yang 

jelek mungkin merupakan suatu tanda kesalahan dalam desain 

pekerjaan. Penilaian prestasi membantu diagnosa kesalahan-

kesalahan tersebut. 
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9. Menjamin kesempatan yang adil, penilaian kinerja yang akurat akan 

menjamin keputusan-keputusan penempatan internal diambil tanpa 

deskriminasi. 

10. Melihat tantangan-tantangan eksternal, kadang-kadang prestasi 

seseorang dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar lingkungan kerja, 

seperti keluarga, kesehatan dan masalah-masalah pribadi lainnya. 

Berdasarkan penilaian kinerja, departemen personalia mungkin 

dapat menawarkan bantuan. 

Sementara itu, menurut Cummings dan Schwab (1973: 4), penilaian 

kinerja pegawai pada umumnya memiliki dua fungsi sebagai berikut: 

1. Fungsi summative atau evaluative. Fungsi ini biasanya 
berhubungan dengan rencana pengambilan keputusan yang 
bersifat administratif. Sebagai contoh, hasil dari penilaian ini 
digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan 
gaji pegawai yang dinilai, memberikan penghargaan atau 
hukuman, promosi, dan mutasi pegawai. Dalam fungsi ini 
manajer berperan sebagai hakim yang siap memberikan vonis. 

2. Fungsi formative. Fungsi formative berkaitan dengan rencana 
untuk meningkatkan keterampilan pegawai dan memfasilitasi 
keinginan pegawai untuk meningkatkan kemampuan mereka. 
Salah satu maksudnya adalah untuk mengidentifikasi pelatihan 
yang dibutuhkan pegawai. Manajer berperan sebagai konsultan 
yang siap untuk memberikan pengarahan dan pembinaan untuk 
kemajuan pegawai. 

Sedangkan Stewart dan Stewart (1977: 5) menyatakan bahwa 

penilaian kinerja pegawai dimaksudkan untuk: 

1. Memberikan feedback bagi pegawai. Agar efektif, maka 
masukan yang diberikan kepada pegawai harus jelas (tepat 
sasaran), deskriptif (menggambarkan contoh-contoh pekerjaan 
yang benar), objektif (memberikan masukan yang positif dan 
negatif), dan konstruktif (memberikan saran perbaikan). 

2. Management by Objective. Manajer menentukan target dan 
tujuan yang harus dicapai oleh setiap bawahan. Target dan 
tujuan tersebut harus disetujui oleh kedua belah pihak, dan 
evaluasi dilaksanakan berdasarkan pada hal-hal yang sudah 
disetujui bersama. 

3. Salary review. Hasil dari penilaian digunakan untuk menentukan 
apakah seseorang akan mendapatkan kenaikan atau penurunan 
gaji. 
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4. Career counselling. Dalam pelaksanaan penilaian, manajer 
mempunyai kesempatan untuk melihat kemungkinan perjalanan 
karier pegawai, salah satunya bisa melalui pengiriman pegawai 
kedalam program diklat. 

5. Succession planning. Penilaian pegawai dapat membantu 
manajer dalam membuat daftar pegawai yang memiliki 
keterampilan dan kemampuan tertentu, sehingga jika ada posisi 
yang kosong, manajer bisa dengan cepat menunjuk seseorang. 

6. Mempertahankan keadilan. Adalah suatu hal yang wajar jika 
seseorang lebih menyukai seseorang dibanding orang lain. 
Penilaian pegawai dapat mengurangi terjadinya hal tersebut 
misalnya dengan melibatkan atasan dari atasan langsung kita 
untuk ikut secara acak dalam proses penilaian. 

7. Penggantian pemimpin. Sistem penilaian pegawai dapat 
mengurangi beban pekerjaan manajer baru yang tidak tahu 
menahu kondisi dan kompetensi pegawainya. Data yang ada 
dalam dokumen penilaian dapat digunakan sebagai informasi 
yang penting untuk mengetahui kompetensi dan mengenal 
bawahan lebih cepat dan mungkin akurat. 

Dari uraian sebelumnya, terlihat bahwa penilian kinerja memberikan 

banyak tujuan. Tujuan penilian kinerja ini pada akhirnya akan memberikan 

manfaat, tidak hanya untuk pegawai yang bersangkutan, akan tetapi juga 

untuk organisasi. Perlu diingat bahwa penilaian kinerja tidak dimaksudkan 

untuk memberikan hukuman jika pegawai tidak dapat memenuhi capaian 

kinerja yang ditentukan. 

Pendapat senada dikemukakan oleh Noe et al (2003: 332-335), 

bahwa kriteria sistem pengukuran kinerja yang efektif terdiri dari beberapa 

aspek sebagai berikut: 

1. Mempunyai Keterkaitan yang Strategis (strategic congruence). 
Suatu pengukuran kinerja dikatakan mempunyai keterkaitan 
yang strategis jika sistem pengukuran kinerjanya 
menggambarkan atau berkaitan dengan tujuan-tujuan 
organisasi. Sebagai contoh, jika organisasi tersebut menekankan 
pada pentingnya pelayanan pada pelanggan, maka pengukuran 
kinerja yang digunakan harus mampu menilai seberapa jauh 
pegawai melakukan pelayanan terhadap pelanggannya. 

2. Validitas (validity). Suatu pengukuran kinerja dikatakan valid 
apabila hanya mengukur dan menilai aspek-aspek yang relevan 
dengan kinerja yang diharapkan. 

3. Reliabilitas (reliability). Reliabilitas berkaitan dengan konsistensi 
pengukuran kinerja yang digunakan. Salah satu cara untuk 
menilai reliabilitas suatu pengukuran kinerja adalah dengan 
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membandingkan dua penilai yang menilai kinerja seorang 
pegawai. Jika nilai dari kedua penilai tersebut relatif sama, maka 
dapat dikatakan bahwa instrumen tersebut reliabel. 

4. Akseptabilitas (acceptability). Akseptabilitas berarti bahwa 
pengukuran kinerja yang dirancang dapat diterima oleh pihak-
pihak yang menggunakannya. Hal ini menjadi suatu perhatian 
serius mengingat sekalipun suatu pengukuran kinerja valid dan 
reliabel, akan tetapi cukup banyak menghabiskan waktu si 
penilai, sehingga si penilai tidak nyaman menggunakannya. 

5. Spesifisitas (specificity). Spesifisitas adalah batasan-batasan 
dimana pengukuran kinerja yang diharapkan disampaikan 
kepada para pegawai sehingga para pegawai memahami apa 
yang diharapkan dari mereka dan bagaimana cara untuk 
mencapai kinerja tersebut. Spesifisitas berkaitan erat dengan 
tujuan strategis dan tujuan pengembangan manajemen kinerja. 

Dari pendapat Cascio dan Noe et al, ternyata suatu instrumen 

penilaian kinerja harus didisain sedemikian rupa. Instrumen penilaian 

kinerja, berdasarkan konsep Cascio dan Noe et al, terutama harus berkaitan 

dengan apa yang dikerjakan oleh pegawai. Mengingat jenis dan fungsi 

pegawai dalam suatu organisasi tidak sama, maka nampaknya, tidak ada 

instrumen yang sama untuk menilai seluruh pegawai dengan berbagai 

pekerjaan yang berbeda. 

 

2.5      Kinerja Aparatur 

 Konsep kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu 

kinerja pegawai atau aparatur (perindividu) dan kinerja organisasi. Kinerja 

adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan tugas dalam 

suatu organisasi, dalam upaya mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi 

organisasi tersebut (Bastian, 2001).  

 Pengertian Aparatur menurut Dharma Setyawan Salam dalam 

buku Manajemen Pemerintahan Indonesia menyebutkan bahwa 

“aparatur pemerintahan sebagai social servant yaitu pekerja yang digaji 

oleh pemerintah melaksanakan tugas-tugas teknis pemerintahan 

melakukan pelayanan kepada masyarakat”.(Salam, 2004:169) 

 Keberhasilan pencapaian tujuan dari setiap pelaksanaan kegiatan 
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yang dilaksanakan oleh setiap instansi pemerintah pada dasarnya sangat 

tergantung dari tingkat kemampuan sumber daya aparat yang dimilikinya 

sebagai pelaksana dari setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh 

pemerintah, oleh sebab itu maka faktor sumber daya manusia sangat 

berperan penting dalam pencapaian tujuan kegiatan yang dilaksanakan 

oleh pemerintah. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerwono 

Handayaningrat yang mengatakan bahwa: 

“Aparatur ialah aspek-aspek administrasi yang diperlukan dalam 
penyelenggaraan pemerintahan atau negara, sebagai alat untuk 
mencapai tujuan organisasi. Aspek-aspek administrasi itu 
terutama ialah kelembagaan atau organisasi dan kepegawaian.” 
(Handayaningrat,1982:154). 
 
Aparatur pemerintahan sebagai alat untuk mencapai tujuan 

organisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan atau negara. Maka 

diperlukan aspek-aspek administrasi terutama kelembagaan atau 

organisasi dan kepegawaian. Selanjutnya Suwarno mengemukakan lebih 

jauh tentang aparatur pemerintahan bahwa yang dimaksud tentang 

aparatur pemerintahan ialah orang-orang yang menduduki jabatan dalam 

kelembagaan pemerintahan. 

 Sumber daya aparatur menurut Badudu dan Sutan dalam Kamus 

Umum Bahasa Indonesia, 

“adalah terdiri dari kata sumber yaitu, tempat asal dari mana 
sesuatu datang, daya yaitu usaha untuk meningkatkan 
kemampuan, sedangkan aparatur yaitu pegawai yang bekerja di 
pemerintahan. Jadi, sumber daya aparatur adalah kemampuan 
yang dimilki oleh pegawai untuk melakukan sesuatu.” (Badudu 
dan Sutan, 1996:1372). 

Berdasarkan pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 

sumber daya aparatur merupakan sesuatu yang dimiliki seorang pegawai 

yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang telah 

diberikan kepadanya. Sumber daya aparatur merupakan faktor penting 

untuk meningkatkan pelayanan yang diberikan oleh pemerintahan. Untuk 
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itu sumber daya aparatur perlu dikelola melalui pemberian pendidikan 

dan latihan serta pengalihan tugas dinas yang diterapkan oleh 

pemerintah maupun lembaga organisasi lainnya, dalam 

mengembangkan sumber daya aparatur.  

Kinerja Aparatur instansi pemerintah adalah : 

“gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan 
instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strateji 
instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan / 
kegagalan pelaksanaan kegiatan- kegiatan sesuai dengan 
program, kebijakan yang ditetapkan” (Dokumen Budaya kerja 
Disdukcapil). 

 Kinerja aparatur yang profesional jika instansi pemerintah, ditata 

secara benar, dengan memperhatikan sasaran atau tujuan organisasi yang 

mempunyai visi dan misi dengan jelas dan baik, maka akan dapat 

mempermudah instansi pemerintah dalam memberikan segala pelayanan 

terhadap masyarakat pada umumnya. Keadaan seperti ini tentunya akan 

menciptakan pelayanan kepada publik dapat menjadi lebih mudah, cepat, 

dan akurat. Sehingga pelayanan pembuatan akta kelahiran gratis ini 

penerapannya berjalan dengan baik. 

 Sehingga pelayanan yang diberikan pemerintah khususnya 

Diskominfo Provinsi Jawa Barat dapat meningkatkan profesionalisme dan 

aparatur yang berkompeten. 


